
6. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ,k Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Le<nbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 

5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang·Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedo<nan Penyusman dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

• L Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Oaerah 
Kabupaten Oalam lingkungan Provlnsi Jawa Barat (Senta Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentaog Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega:a 
Rel)<Jblik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
te<ak:hlr Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aills 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pernertntahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44378}; 

b. bahwa befdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, 
!)€Mu ditetapkan dengan Peraturan Supati tentang Uraian Tugas pelaksana 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), 

: a ballwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN), perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan 
PeJayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN}; 

BUPATI BEKASI, 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

URAIAN T\IGAS PELAKSANA PELAYANAN AOMINISTRASI 
TERPAOU KECAMATAN (PATEN) Dl KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

NOMOR 1; ..u:w 3:i1:, 

PERATUAAN BUPATI BEKASI 



!5. Pera,uran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan 
l'emerintahan Kabupaten Bekasl (lembaran Oaerah Kabupaten Bekasl Tahun 
2008 Nornor 6); 

!6. Perawran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasl 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2009 Nomor 7) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bel<asi Norn"' 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasf Nomor 7 Tahun 1009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab\lpaten Bekasi Tatxm 2012 
Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (ler:ibaran Daerah Kabupaten 
Sekasi Tahun 2010 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang P.encana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2012·2017 
(Lembaran Oaerah Kabupaten 6ekasl Tahon 2012 Nomor 6); 

19. Perawran Bupati Bekasl Nornor S Tahun 2010 tentang Penyetenggaraan PerizJnan 
Non Pcrizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagia~ 
Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana te!ah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupatl Bekasl Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Penrbahan Kcdua Atas Peraturan Bupatl Bekasl Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penyelen99araan Penzinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonoml Daerah di Kabupaten Bekasi (Berna 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nornor 32). 

14-. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 53 Tahvn 2011 tenta.ng Pembentukan 
Produl< Hukum Daerah; 

C. Perawran Menter! Oalam Negerl Nornor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
°'9'nisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Peri2inan T erpadu di DaE<ah; 

!3 Peraruran Menter! Dalam Negeri Nornor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

a Peran.tron Peme,intah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkal 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan 
t.embaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4741); 

:_ Pe<aruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembatan 
r;egara Repvblik Indonesia Tahun 2008 Hornor 40 Tambahan lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4826); 

! ., <>etawran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang l'l?doman 
Penye<enggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7 Pe<annn ~ 1'omor 58 Taoon 2005 tentang f'engaolaan Keuangan 
Daerall (lsr.t>atan Negara Republi< lridonesla Tahun 2005 Nomo< 140); 

8. Perarura" Perne,,ntah l'tomor 38 Tanun 2007 ter.ta119 Pembagian l.k\lsan 
!'e"emtallan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
-rnaban Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar-a Republik I~ 
"'°"1or4737); 



="'-" Kecamatan; dan 
--Se!cs>. 

;e!enggara PATEN terdiri atas : 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN 

BAB II 

~an PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat di 
....e::a,,aa 

Admlnistrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adaiah penyelenggara 
=::::asw- ooblik di kscamatao dari tahap permohonan sampai ke tahap teroitnva dokumen dalam -- 
=-~:.~-~ da!am penyelenggaraan PATEN adaiah Penyelenggaraan Teknis Pelayanan Administrasi 
~ ...._,,,. yang ditunjuk Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

i3a:l!E.I'-> xecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan 
:::;:= ~ De11an99ungjawab kepada camat. 

::::,~ ·~ adalah Bupati Bekasi. 

~""'""" -lah wilayah ke,ja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bel<asi. 

.-. -h pemimpin dan koordlnator penyelenggaraan pemerintahan di wllayah lcerJi! ==D" yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 
!!:-. UJ1ru'< menangani sebagian urusan otonoml daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

==· 

;~:,; Daerah adalah Bupatf Bekasi beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
"': 'Ian Daerah. 

- Bupali lnl yang dimaksud dengan : 
- Kabupaten Bekasi. 

""'"""""'"°', !Jaerah adalah Penyelenggaraan urusan Penerintahan o!eh Pemerintah Daerah dan 
:,,,..., -•n ~l<yat Dae<ah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan <lengan plinsip 
~- sauas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Reix,blik Indonesia sebagaimana 
:....1<Sec::aam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

n : ..,. : PERATURAN BUPATl BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS PElAKSANA 
PElAYANAN AOMINISTRASI TERPAOU KECAMATAN (PATEN) 
DI KABUPATEN BEKASI. 

MEMUTUSKAN 



t::~ >.:+:1enqgara PATEN sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 me!akukan pengelolaan layanan Ii :•s+.-.oan akuntabel. 

Pasal 7 

te'.=;;r.n;, J,3Wab kepada Camat. 

...,,:;:;;:;::, aer- memaraf surat sclanjutnya cfiserahkan kepada Sekcam untuk diparaf; 
• 

"""'"""""'""" uwus pelayanan; 
oen<as dan melakukan validasi, selanjutnya diSerahkan ke operator komputer untuk 

t=~=.::;: m.embidango pelayanan administrasi sebagaimana dimaksucl dalam pasal 2 huruf c 

Pasal 6 

.e,,o;.a .,....a,ggurigJawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN; 

~::;:c3!1 '*' me111<1raf surat, selanjutnya cfiserahkan kepada camat untuk ditandatangani. Jika 
~ Sescam d,ganti oleh salah satu Kepala Sel<s,; 

r:=;:::;:,r,,;:,arao kepada Camat, 

"""""'..,;,enatoUSahaan aaministrasi PATEN; 

•-==>- sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, mernpunyai tugas : 

Pasal 5 

. ..,=~'•"""9""°'dlnasl'<an, dan ma,gendalikan penyelenggaraan PATEN; 
wt,,,:::;:::i;;nr1!r,.ana anggaran dan biaya; 
l!!!s:e!.a~n :.ec-sana tel<rus; dan 
~wabl<an klnerja PATEN kepada Bupati melalui Sel<re;aris Daerah. 

l!=i.-:,;c r +?"""" .a <limal<sud dalam Pasat 3 mempunyai tugas: 

Pasal 4 

e A iilGiiilt\i ~ datam Pasaf 2 huruf a, adaJah penanggung j.awab penyelenggata PATEN. 

Pasa13 

8agian Kedua 
UAA.IAN TUGAS PEJABAT PENYELENGGARA PATEN 



_.._ lnformasl: 

~kan informasi kepada warga masyarakat yang datang dan mernberitarukan 
ioengkapan persyaratan; 
<:'e""'"1ta warga mengisi buku tamu: 

Pasalll 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PATEN 

ru,ggv; dan 
.,,., ~ pendukung lainnya. 

... a= a, ::,rasarana PATEN, meliputl : 

-: pendaftaran; ·z,,,:- _.,, 0<0Sesan berkas; 

=• ;,er-,t,ayaran; 
:,,,,,- :,erf'f!!f3nan dokumen; 
=•;,e,gelolaan data dary lnfoi'maSI; 
=•per.anganan pengaduan; 

...- 1 as orl'ormasi, 2 (oua) orang atau dlsewaikan dengan kebutuhan; == i:'o<,t/penertrna berkas, maksimal S (lima) orang/5 Oima) loket atau disewaikan dengan 
...w;s -caerah Kecamatan; 
ge,;as ooerator komputer, maksimal 2 (dua) orang, diperlukan cadangan bila yang ditun)Uk 
2!'."--.;ar, hadir; 
~ <lel>egang kas, l (satu) orang. 

Pasal 10 

"""'""',,.-eMis sebagairnana dirnaksud pada Pasal 8 adalah ~! Negeri Sipil di Kecarnatan; 

"""== ::ie!a<Sana tel<nis sebagairnana dirnaksud Pasal 9 ayat (!) ditetapkan oleh Garnat; 

"!:::::=~ Teknis sebagairnana dlrnaksud pada Pasal 9 ayat (!) terdiri, dari : 

Pasal 9 

... a."'21!!!:0l< PATEN, melipub: 

z:::;::>~ 
~::;,:.~:,enenma be,!(as; 
:,,e::;;;as :.,e 11:1:Y komputer; 

==-"'~ k,as; clan 
:,,e:::;:,;-, sesua l<ebutuhan. 

Pasal 8 

Baglan Kesatu 
PELAKSANA TEKNIS PATEN 

BABlll 



-.gas Loket Penyerahan Be<l<as 

• ffiefl'/\JSUn berl<as Surat keluar; 
,. mengagendakan surat keluar; 
c. menertma kwitansi pembayaran dari pemohon; 
a, menyerahkan hasil pengurusan ke masvarakat apabila telah selesai; 

.,_...,gas Loket Pembayaran/Pemegang Kas: 

!Jerperan sebagai kaslr di loket pembayaran; 
menenma pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran l<epada 
warga masyarakat/pemohon; 
roembekukan setiap uang yang masuk dan keluar darl lol<et pembayaran; 
menyusun laporan keuangan secara berkala. 

a.,,,-1?5 Operator Komputer : 

1. .......,,...,l<kan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang 
.7:'lOhon; 
""'°'tak Surat atau rekomendasi yang dlmohonkan oleh warga masyarakat; 
-,engumpulkan data-data yang dlperlukan clalam database kecamatan; 
'Tlfmasukkan data-data yang diperlukan dalam format datab.lse PATEN; 
-emperoaharui perkembangan data kecamatan clan pelayanan publik; 
roeogamankan data yang suclah terl<umpul (back-up) database ke daJam media penyimpanan 
atau komputer lainnya secara berkala . 

"l!::%25 lci.ef,/ Penenma Beri<asiPelayanan ; 
~ wa.,;a clan memeriksa berkas pe,syaratan pelayanan yang dia]\lkan warga masyarakat; 
~ penJetasan kepada warga masyarakat bila ada berl<as yang be!um lengkap; 

-er<Sa/ metakukan verifikasi be<l<as dan pertimbangan administrasi; 
-.= vasdasl kelengkapan berkas pendul<Ung untuk selanjutnya dlsampailcan kepada 
-.,a.a Sel<si yang membidangi pelayanan untuk dlparaf oleh Kepala Seksi dan 5ek(:am serta 
~a Ke camat untuk ditandatangani; 
"""'9"9'=ndakan surat masuk; 

ff¥JSUn berkas surat masuk dl meja/loket pelayanan; 
.....-:anggung jawab terhadap arsip PATEN. 

,, , , cee-..-. warga yang .- nenguus surer unn,k mer,,.Jju ke lot.erJIN',a pe!ayanan; 
, w ta,tras, vwarga yang ,ngu"I menemt.1 camat,. Sek.cam, Kepcita Seksc atau pegawai lainnya 
,n::;;o_ ~ ldlusus; 

~ semua tnformas: di paean infocmasi; 



Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 22 !!Pi 2013 

--f ·BUPATI BEKASI, ;1/ 

P,,::&or &,pati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 
""""° orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inl dengan 

~=p,caM•ya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 15 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

ai= _. "eiay;lnan Non Perizinan dan Ba9an Alur Pelayanan Perizinan, sd>agaimana tercantum 
1111= ~ I dan !amplran 11, merupakan baglan yang tidak terpisahkan clan Peraturan &,pall ,,.., 

Pasal 14 

BABV 
KETENTUAN LAIN·lAJN 

~ PATEN menghasilkan peoerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah. 

Pasal 13 

Penerimaan 

Bagian Kedua 

~ ?AotN Oollebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
~ i'ATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bagjan yang tidak ...-:"""°""' :a, eocana <eria clan anggaran Kecamatan. 

Pasal 12 

Pembiayaan 

BAB IV 
P£MBIA Y AAN ·DAN PENERIMAAN 

Bagian Kesatu 


